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PUTUSAN
Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.Stl
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkut, 10
Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus
rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Singkut 7, Blok B,
RT10, Dusun Suka Sari Desa Pematang Kolim,
Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun,
dengan alamat adrianlawyer991@gmail.com dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Andrian Evendi,
S.H, dan kawan-kawan Advokat/penasehat hukum
dari XXXXXXXXXXXXXXXxX yang berkantor di JI. Lintas
Sumatera Km. 0, No3, RT010, Kelurahan Sarkam,
Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun,
Provinsi Jambi, berdasarkan surat Kuasa khusus
tanggal 30 November 2023 yang telah didaftar
pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan
Agama Sarolangun Nomor 95/SKH/2023/PA.Srl,
tanggal 04 Desember 2023, dengan alamat:
andrianevendi348@gmail.com No. Handphone
081278902651, sebagai Penggugat;

melawan
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XXXXXXXXXXXXXXXXX( 085268007073 ), umur 44 tahun,agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di
Singkut li Desa Payo Lebar, RT019, Kecamatan
Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01
Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun
pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor
331/Pdt.G/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara pada Hari Jumat Tanggal 15-07- 2005. Penggugat dan
Tergugat Telah Melangsungkan Pernikahan yang di catat Oleh Pegawai
Pecatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Pelawan
Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Sebagaimana Sesuai
Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/17/V111/2005

2. Bahwa Setelah Akad Pernikahan Di Langsungkan, Penggugat Dan
Tergugat bertempat Tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat yang Beralamat
di Desa Sungai Benteng Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;

3. Bahwa selama Pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana Layaknya Suami istri ( ba'da dukhul ) dan Sudah Dikaruniai
Dua Orang Anak yang Bernama;

- Yayuk Apri Mauluna yang berumur 17 Tahun
- Ahmad Yusuf Saiful Kamrin yang berumur 10 Tahun

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Harmonis akan tetapi Sejak Agustus 2019 Keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat
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terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tidak Serumah

Lagi yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok

b. Bahwa Tergugat Tidak Pernah memberikan Nafkah Lahir dan Nafkah
Batin

c. Bahwa Tergugat Jarang Pulang Kerumah

5. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkaran Hebat antara Penggugat
dan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2019 dan Tergugat Telah
Mengucapkan Talak Kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai sekarang.

6. Bahwa sejak Kejadian Tersebut mengakibatkan Rumah tangga
Penggugat dan tergugat tidak ada lagi Harapan untuk membina Rumah
Tangga di Masa yang akan datang.

7. Bahwa Keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat
dengan Tergugat untuk rukun Kembali akan tetapi tidak berhasil karena
Penggugat tetap pada Prinsipnya untuk bercerai karena Tergugat sudah
tidak mempunyai Itikat baik lagi untuk menjalankan Kehidupan rumah
tangga di masa yang akan datang.

8. Bahwa bardasarkan Dalil-dali di atas,Telah cukup alasan Penggugat untuk
Mengajukan Cerai Gugat ini Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, dan untuk itu penggugat Memohon
Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama sarolangun kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( XXXXXXXXXXXXXXXXX )
terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXXXX )
3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-
adilnya:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa
Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 30 30
November 2023 yang telah di daftar pada Buku Register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 95/SKH/2023/PA.Srl, tanggal 04
Desember 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara
sumpah atas nama Andrian Evendi S.H dan Ardiansyah, S.H telah sesuai
dengan aslinya;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh
karena perkara yang didaftarkan secara elektronik meskipun Tergugat yang
telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir persidangan dilanjutkan secara
elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan KMA Nomor
363/KMA/SK/XI11/12022);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat
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dengan perbaikan terhadap identitas Penggugat yang tertulis di surat gugatan

Isri Rokayah yang benar adalah Isti Rohayabh;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama
Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi
Jambi, Nomor : 369/17/VI111/2005, Seri: CC, tanggal 01 Agustus 2005;

Bahwa selain alat bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua)
orang saksi sebagai berikut:

1. Nining Yunartati binti Wakijan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan lbu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pematang
Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Pengggat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah
tahun 2005 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Tergugat sampai berpisabh;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang
sudah tidak rukun;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang
Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar 2 kali;

- Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena

Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat bekerja sendiri memenuhi
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kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga Tergugat
jarang pulang ke rumah kadang sampai 2 hari tidak pulang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah lebih kurang 4 (empat) tahun
yang lalu;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat berpisah tidak ada
hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, Tri Asih binti Wakijan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT16, Desa
Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Pengggat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah
tahun 2005 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat sampai berpisabh;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang
sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang
Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena
Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat bekerja sendiri memenuhi
kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga Tergugat
jarang pulang ke rumabh;

- Bahwa sejak 4 (empat) tahun lalu Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal;
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- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah menguasakan Andrian Evendi, SH,
dan Ardiansyah, S.H pada Kantor Advokat “Kantor pada LBH Payung Keadilan
Sejahtera”, berkedudukan dan berkantor di Jalan JI. Lintas Sumatera Km 1 No.
3 Rt 010, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun
dengan domisili elektronik andrianevendi348@gmail.com,sebagai, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus 30 November 2023, Pemberian kuasa mana menurut
Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan Pasal 147 Rbg jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994, karenanya
secara formil kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang didaftarkan melalui elektronik
(e-court) meskipun dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan
patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan

pasal 20 angka 6 dan 7 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi
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perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik dan Keputusan KMA
Nomor 363/KMA/SK/XI1/2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah
batin dan Tergugat Jarang pulang kerumah akibatnya Penggugat dan tergugat
telah pish tempat tinggal pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah
terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 sampai sekarang, dan selama
pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 15 Juli 2005, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
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terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

pada tanggal 15 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: Nining Yunartati binti Wakijan dan Tri Asih binti Wakijan, keduanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perpisahan selama kurang lebih 4 tahun, karenanya Tergugat tidak
bertanggung jawab selayaknya suami;

- bahwa selama kurang lebih 4 tahun ini pula, Penggugat dan Tergugat tidak
menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama
kurang lebih 4 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan
rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri
seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam
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serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk
menunggu kedatangan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang
baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian sudah dilakukan, termasuk dari
pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan
untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum
sebagaimana diuraikan di atas, hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan
Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 9 tahun berturut-turut,
dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana
ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan

lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Suyono bin Sukaryo)
terhadap Penggugat (Isti Rohayah binti Wakijan);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahmad Patrawan,
S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna
Putri, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuriah
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Windi Mariastuti, S.Sy Ahmad Patrawan, S.H.l.
Hakim Anggota
ttd

Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Zuriah

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp30.000,00

- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp34.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai - Rp10.000,00
Jumlah : Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
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